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T-2020 NOMOR 25 sERIF NOMOR 04ろ

Menimbang

Mengingat : 1.

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SttOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

i a. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilar jujur, peduli,
mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggi;ng jaw'ab, cian
adil perlu dilakukan Penyelenggaraan Pendidikan Arrti
Korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Samosir;

b. bahwa untuk mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi pacla
satuan pendidikan di Kabupaten Samosir sebaga.imar:a
dimaksud dalam huruf   a,   perlti   nlel■ gatul
penyelenggaraannya dengan Peraturan Bu pati;
bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeratLlran
Bupati Samosir tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ar:rtr
Korupsi pada Satuan Pendidikan Di Katrupaten -aamosir;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun )999 i.ent.ang
Penyeienggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repuhiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,ernbaran
Nesara Renr.:blik Incjonesia Nomor 3851):-4" ' _a_'- _ ,'

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor I40, l'ambahan
Lembaran Negara Republik irdonesia Indonesia Nomor
387 4\ sebagaimana telah diubah dengan Uncla.rng-Unr:1ang:
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peml-rcrantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambah.an T-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor: a L50);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2003 Nomor 78, 'lambahan Lembarnn Negara
RepuLrlik Indonesia Nomor a301);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaril Republik
Ind<rnesia Tahun 2074 Nomor 244, ||ambahan l.,cmb:rran
Negara Repubiik incionesia I'iomor 5537) sebagaimann
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unrlang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kerlua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomoi' 48, Tambahaii Lemhai-aii
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nornor 29
Tahun 2Ol4 tentang Muatan Lokal Kurikulu m 2A13 (Llerita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1lT2);
Perattrran l,{enteri Pendidikan dan Kebuda..,,aan Rcpr-rl;li}i.
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 t.entang Penguatan
Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 T'ahurr
2Arc tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupat.en
Samosir (Lembaran Daerah Kab'*paten Saln,;sir-'l':rlrun
2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).

MEMUTUsKAN:
Menetapkan PERATURAN     BUPATI SAMOSIR    TENTANG

PEIITYELENGGARAAN PENDIDII(AN ANTI KORUPSI PADA
SATUA}I PE}IDIDII{AI{ DI I{ABUPATEI{ SAifr OSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesairi
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yemg dimaksudkan dengan:
1. Dinas adalah f)inas Pendrdil<an Ki^bupatcn Sanro:;ir.

sebagai penyelenggara Pendidikan Dasar di Kabupaterr
Samosir.

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana cla, pcngatura.
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta ciiril
yang digunakan sebagai pe.Jonnan penl,,elenggari:ian
pembelajaran untuk mencapai tu1uan pcndidil<an
tertentu.
Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar,
widyaswara, ttltor, instruktrrr. t-asilitator, (lan sr:ttutan
lain yang sesuai dengan kekhususanr"r\ia, serla
berpartisipasi dalam menyeletrggarakan perrdicl ikarr .

Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak .vang
selanjutnya disingkat TK adalah salah satu pendidikan
anai< usia dini pada jalur pendidikan formal ),ang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 {enam) tahun.
Satuan Pendidikan aclalah Sekolair Dasar ),ang
selanjutnya disingkat SD adalah salair sat.u i:entuI<
satuan pendidikan formal .),altg rnen.yelenggarakan
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pendidikan umum pada jenjang pendidikan clasar.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menegah pertama

yang selanjutnya disingkat SMp adalah serla.lr sarLi
bentuk saiuan penciiciikan ibrmai y'ang
menyelenglarakan pendidikan Llmuln pacla "1en.1angpendidikan dasar sebagai lanjutan. dari SD. MI, atar.r
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau set.ara SD atau MI.

7. Peserta Didik adaiah anak usia tei'teirtri yang sedairg
menikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, Sl).
SMP, dan PKBM sesuai dengan s-r,arat yangditentukan"

8. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didil<
dengan pendidik dan sumber bela-1ar pnda sua.tu
lingkung belajar.

9. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilakr"r,!'ang
didasarkan pada norna dan nilai _,-ang hrerlakri rli
masyarakat yang mencakup aspek spritual, aspel<
personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek
lingkungan.

10. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan Jrang
dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh
kegiatan pembelajarann!'a besumber dari pcnanaman
pendidikan karakter.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasa1 2

(U Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi padar
Satuan Pendidikan adalah untuk mewujucll<arn Peserti-r
Didik ),ang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin,
kerja keras, berani tanggung jawab, dan adii sertal
mampu beradaptasi dengan lingkungann-\'a,
berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan AnLi Korupsi bertujuan:
a. Mewujudkan peningkatan keimanan dare l<etakr,r,aan

kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Sebagai pedoman bagi Dinas trntul< mcrvu_jucll<an
masyarakat yang cerdas serta berkaral<tcr unggul
melalui pelayanan yang prima;
Sebagai pedoman bagi gllru dalarn memberiltnrr
bimbingan dan pengasuhan yang merupal<an bilgirur
tidak terpisahkan dari proses pembelajaran l.erhridap
Peserta Didik di sekolah;
Melatih Peserta Didik untuk membiasakan 1:ol:i
hidup tertib, mandiri, peduli dan pcka tcrhaclarp
lingkungan sekitarnya der qan mengaplikasikan nilai-
nilai kejuiuran yang dipe-rkenalkan melalr.ri prose$
pembelajaran di sekolah :

Menjaciikan Satuan Penciiriii<an sctraga"i sari.lr'rl
pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta
didik yang tidak terpisahkan dengar rumah clan
lingkungan tempat tinggaln.ya ;

Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis
antara guru dan oraiigiuia Peserta Dirlik tlaliini
meu,ujudkan cita-cita pendidikan dalam arti .\,ang
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seluas-luasnya: dan
g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis

antara Dinas dengan Perangkat l)aerah cialarn
memperkuat cian memi,angun karai<tcr i;;.tiit
masyarakat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa1 3

Ruang Lingkup Pcraturan Bupatiini adahh scbagai bcI｀ 11(tlti

a.Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi:
b.Penghargaan;
c.Pembinaan dan pengawasan;
d.Pembittaan;dan
co Sanksl.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

h-attDagran rl.esafu
Umum
Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan An ti Korupsi
diintegrasikan pada semua maia pelajaran dan kegiaiaii
pada Satuan Pendidikan untr"rk memberikan penegasan
mengenai nilai dan periiaku anti korupsi.

{21 Integrasi penyelenggaran Pendidikan Anti Korupsi padir
semua mata pelajaran dan kegiatan pacizr Sartriarr
Pendidikan sebagairnana climal<sud dalarn Pasal .l a.;'ltt
(1) adalah sebagai berikut :

No Nilai dan Perilaku
Anti Korufrsi

Cin― c

Mengenal perilaku
kot'upsi yaiig liai'us
dihindari.

a. terbiasa mela
secar'a tcpai r

b. menun_jukkar
kasus perilc
],'ang diketah
di Satuan
dan di nras.\'a

c, menunjukkar
kasus perilak
mengandung
korupsi _va
dilaktrkan sis

2. Berlaku jujur,
disiplin,bertanggu ng
jawab, dan adil
dalam keliidupan
sehari-hari.

^ t-^-^ -^:<1, LrgI dll_r rll('
sesuatu ses
keaclaan
sebenarnya;

b. terbiasa mc:k
sesuatu s(
'"vaktU;

c. terbiasa n
tugas secara

d. terbiasa lre

1「 1

lakukan
vvaKtu;

l r.rgas

contoh
perilaku korupsi

ui di rumAh,
I'enclidikan,

.r'al<at;
kan conloh

perilaku .vang t.icliik
ndung unsur
ri -vatrg perttah

siswa. i

1--.1----^
I rr(;1rx(. tu llll,(u\d rt
sesuai dengan

Yang

:la kull<a n
secarit tcpat

melaksanakitrr
a tcpat waktu;
rerlaku tirklk

rnerniirak ・……/
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memihak kepa
pun dalanr l

suatu tindakan
3. Harrya rucrreriura

sesuatu pemberian
sesuai dengan yang
menjadi haknya.

a. rnerrolak scsualr
pemberiarr ya
sesuai dengan k

b. tidak mau
sesuatu .yan{
haknva.

4. Menghormati dan
memenuhi hak orang
lain.

a. Memberikan
kepada orang I

dengan haknya;
b. tiriak pernah m

kepada orang
L--1._.---

-vitrrB t-rLlr\dt,

haknva.
5. Mampu menganalisis

sebab dan akibat
dari perilaku korupsi
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara.

a. marnpu mong,
sebab sel
mendorong
lrerilaku korul
kehidupan bern
dan bernegara;

b. mampu meng
akibat yang d
rlari perilrrku
t^t-.*,

J <t rdrlt

bermasyarakal.
bernegara;

c. mampu menE
alasan
menghindari
korupsi dalanr
bermasyarakal.
bc

6. Memiliki kebanggaan
berperilaku anti
lznn r -oirLVr qPur.

bangga terhada
anti korupsi;
.rnfi terlrorlarru\ a rru\r({1,

korupsi.

a.

b.

7. Membudayakan
prilaku anti
korupsi dilingkungan
keluarga dan
masyarakat

a. minv.uari""it
gagasan dan
untuk r
perilaku korupr

b. menunjukkan
untuk menola
korupsi;

c. rnenjacli telada
anti korufrsi.

id;-- siap; I
rrrelakukan 

I

)
IraLu

yang tirlak
n haknya;

nrt--ngambil
anfl trukan

sesuatr.r
, iain sesrrai
a;
merntrerikan
lg sesuatrr

,- -.:,, -l:r rt.l[: I l-ld(.t r

igirii'ntitrka;i
ietratr yitng

tinrhuln.yir
upsi claianr
rnrasyarakat

ngidr:ntifikasr
dilirnbulkan

ku korupsi
I...l-i-l
^\ 

rrr\t \t l/fl I I

al. diln

:ngemukakarr
perlun.va
perllaktr

nr ketridupan
at rtan

rtafi pe-riial<u

o r'\ npt-i 1., l-. ,.a^lr yv r urrr\!.

kan I
lL keinginan I

menghindari
psi;
r komitmen
lak perilaktr

lan perilnku

(3)

rnq t<grup_gl:_______ __ - j

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti
Korupsi pada semua mata peiajaran dan l<egiatan
pada Satuan Pendidikan sebagaimana climaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalr-ri Kelompok
Keq'a Guru/Musyawarah Guru Mala Pelajaran
dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Mus\,aq,arah
Kerja Kepala Sekolah.

iia dlA!1



b.

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 5

Penerapan Pendidikan Anti l(orupsi sebagr.rimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

a. Satuan Pendidikan;
b. Tenaga Pendidik; dan
c. Peserta Didik.

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan
Penciiciikan diiaksanakan ciengan cara sebagai iterikut:

a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam Lrpacara
yang dilaksanakan dengan cara membacakan
naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada set_iap
kegiatan upacara baik upacara setiap hari Seiiiir.
maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang
dilakukan oleh salah satu siswa untuk l<enrucliarr
ditirukan oleh semua peserta ripacara;
Pengadaan kas sosial kelas dilakukan meialur
peng'Jmpulan dana secara sukarela iintul< I<as
sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat.
mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur,
transparan,dan penuh tanggung jar.vab;
Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bert.uan
sebagai tempat penampungan ben.la-benda 'l,ang;
di.temukan oleh setiap warga Satuan Pcndidikan.
untuk mewujudkan sikap ju.iur terliarlap .s(:sr.liifu
benda yang ditemukan bukan rniliknvn
dilaksanakan dengan cara:
1. Warga Satrtan Pendiclikan ,\,ang nrerasR

kehiiangan sesuatu setiap saat bisa dal.ang ke pos
tersebut untuk mencari barang miliknr,,a _\'ang
hilang;

2. Pengambilan barang yang hilang disert.ai dengan
menyebutkan identitas diri. ciri-ciri bar-ang.
warrra barang, atau bentuk barang;

d. Melibatkan pihak lain dalam pelal<sanaan
Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha.,
organisasi masyarakat, dan instansi terknit, dan

e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan
Pendidikan dalam rangka mendukung penctridikan
Anti Korupsi.

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti korr_rpsi bagi 'lenagar
Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berjkut:

a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti
korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap
Rencana Pelaksanaan pembelajaran 

;
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(2)

Membina dan mengasuh Peserta Dirlik agar
berkarakter berdasarkan nilai dau perilaku an1.i
korupsi;
Iviemfasilitasi Peserta Didik mengenaii niiai cian
prilaku anti korupsi pada a\,var kegiatan
pembelajaran dan kcmudian
mengingatkan/memotivasi Peserta Didik urrtuli
bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh
rrilai dan perilaku anti korupsi selama kegiaiaii
pembelajaran berlangsung; dan

d. Pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yarrg

telah atau tidak terUhat selarna l<egiatern
*^*L-1^.:^-^- L^-l!r\.rrtuulaJal al r \r\.r lar160urril,

2. Mengunci dan/atau menvimpulkan di akhir
kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan
hal- hal/karakter baik apa saja ).ang t.elah
nampak/terlihat dari Peserta Didik selama
lreoiafan nernhrrllieran l'rprlonocr l n ovvr rqri6rqirt>.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 8

Dalam rangka meningkatl:an dan mengembangkan
kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Sat.uan
Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaterr Samosir
dapat memberikan penghargaan.
Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

BAB V
PEMBINAAIIT DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anli
Korupsi dilakukan oleh Btrpati melalui Kepali-r
Dinas.
Pembinaan sebagaimana ciimaksud pacia ayat (1 i
dilakukan dengan cara:
a. Menyelenggarakan pelatihan Pendirlikan Antr

Korupsi; dan
b. Mengoordinasikan pelaksatraan Penditlikarr Anti

Korupsi dengair orarig tual.iil'ali Prsci-ta i)ic'iii<
melalui komite sekolah clan dewan pendi<likarr.

Pengawasan Penyelenggaraan Pendiclikan Anti
Korupsi dilaksanakan oleh i(epala Dinas mclalui
pengawas/ pemilik Satuan Pendidikan .

Hasil pembinaan dan penga'rvarian sel:agaimana
dirnaksud pada ayat {2) da".r ayat- (3) r}isarnpaikan
oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI...." ............. t



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasa1 10

Pembiayaan penyelenggaraan Perldidikan Arlti Korし lpsi
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belania
Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak inengikat

BAB VII
SttKSI
Pasal ll

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak nlelaksanakan
Peraturan  Bupati  ini  dikc lakan  sanksi  scsuai
ketentuan peraturan perundang― undangan.

BAB VIII
KETEIVTUAI{ PERALTITAN

Pasal 12

Integrasi penyelenggs.ro.Err Peirdidikan Ai-rti Koi ii lrsi
pada semua mata pelajaran dan kegiatan pacla Satuan
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalanr Pasal '1

dilaksanakan secara bertahap paling larna 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB [X
KETEIVTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perqfrrrarr Rrrnnfi ini rnrrlai l-rprlalzrr nadn farrooal

diundangkan. Agar setiap orang mengetaltuinva,
memerintahkan pengunclangan Peraturan Bupati inj
dengan penempatannya dalam l3erita l)aereih
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangurul・an
pada tanggal,22 Mci 2020

BUPATI SAMOSIR,
Capノ dtO

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
22 Mご
DAERAH,
1 2020

DI.Hum
MADYA
21990031007

DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2O2A NOMOR ,T SERI F NOIVIOR びイろ


